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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-

Nya kepada kita semua. Sholawat teriring salam semoga senantiasa 

dan selalu terlimpahcurahkan kepada junjungan Agung Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in 

dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan buku ini dengan judul “Konstruksi 

Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami”. 

Penulisan buku ini dilatarbelakangi bahwa isu perkawinan 

poligami senantisa menarik untuk dikaji termasuk persoalan 

pembagian harta bersama yang diatur di dalam Undang-Undang 

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Pembagian 

harta bersama keluarga poligami yang terdapat di dalam tiga aturan 

tersebut tampak tidak jelas keterangan yang disampaikan terkait dalih 

penetapan harta bersama dalam perkawinan poligami. Secara khusus, 

buku ini menjawab permasalahan tentang Bagaimana pembagian harta 

bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang 

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, serta 

Bagaimana konstruksi hukum pembagian harta bersama keluarga 

poligami. 

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terungkap 

bahwa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

walaupun tidak mengatur besaran bagian harta bersama dan hanya 
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menentukan keterangan penetapan lanjutan saja. Keduanya saling 

menyesuaikan dalam menjelaskan substansi harta bersama pada 

keluarga poligami. Mahkamah Agung di Buku II memberikan jawaban 

terhadap dua aturan tersebut, menggunakan konstruksi a contrario, 

penghalusan/penyempitan hukum dan analogi hukum sebagai upaya 

untuk mengisi kekosongan dari kedua peraturan tersebut. Berdasarkan 

keterangan di atas, ketiga aturan yang membahas mengenai 

pembagian harta bersama keluarga poligami itu saling terhubung dan 

berkesesuaian dengan aturan-aturan tersebut. Selanjutnya konstruksi 

yang dipakai yaitu konstruksi a contrario digunakan Buku II di angka 

(5) menjawab keterangan Pasal 65 Undang-Undang Perkawinan, 

konstruksi penyempitan digunakan Buku II di angka (4) untuk 

menjawab keterangan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dan 

konstruksi analogi digunakan Buku II untuk menjawab keterangan 

angka (5) yang dijelaskan di angka (7). Kemudian merekomendasikan 

hasil riset supaya bisa dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan 

atau Kompilasi Hukum Islam sebagai Peraturan yang lebih tinggi dari 

Buku II tersebut. 

Pemalang, Januari 2023 

Penulis, 

Sinatrya Abdul Jabbar 
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Bagian Pertama: 

Pendahuluan 
 
 

roblematika harta bersama di Indonesia kerap sekali 

diperbincangkan oleh kalangan akademisi, salah satu 

permasalahan yang akan dibahas dalam riset ini mengenai 

bagian tambahan harta bersama yang diperuntukkan kepada isteri 

pertama dalam perkawinan poligami. 

Peraturan yang memuat harta bersama diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 

memberikan keterangan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama”, selanjutnya pada Pasal 36 

menerangkan pihak yang mengurus harta bersama, isi dari pasal 

tersebut berbunyi “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat 

bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Kemudian pada Pasal 

37 menjelaskan mengenai sebab terjadinya pembagian harta bersama, 

bunyi pasalnya yaitu “bila perkawinan putus karena perceraian, harta 

benda diatur menurut hukumnya masing-masing”1. 

Dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai 

keterangan Pasal 37 UU Perkawinan di atas, memberikan penjelasan 

mengenai besar-kecilnya bagian harta bersama yang akan didapatkan 

 

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Pasal 35-37. 

P 
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oleh kedua pihak apabila terjadi suatu fasakh baik dari cerai hidup 

(cerai talak dan cerai gugat) atau cerai karena salah satu darinya 

meninggal dunia, maka harta bersamanya dibagi setengah atau 

seperdua2. Hal tersebut merupakan proses terjadinya pembagian harta 

bersama dalam perkawinan monogami bila perkawinannya itu putus 

karena adanya perceraian, namun arah pembahasan yang akan 

dikembangkan dalam riset ini perihal bagian harta bersama dalam 

perkawinan suami yang memiliki isteri lebih dari seorang. 

Undang-Undang Perkawinan memberikan pesan lanjutan 

mengenai penjelasan harta bersama terhadap pasangan yang 

berpoligami itu sesuai Pasal 653 Ayat (1) : Dalam hal seorang suami 

beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) undang-

undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan: (1) Suami wajib 

memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya; 

(2) Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta 

bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau 

berikutnya itu terjadi; (3) Semua isteri mempunyai hak yang sama atas 

harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Ayat 

(2) : Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari 

seorang menurut undang-undang ini tidak menentukan lain, maka 

berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini. 

 
2 Desi Fitrianti, “Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”, Jurnal Intelektualita, ( Vol. 
6, No. 1, 2017), hlm. 89-91. 

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Ketentuan 
Peralihan, Pasal 65). 
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Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan juga 

keterangan terhadap harta bersama bagi pasangan poligami, sesuai 

Pasal 94, yaitu4: Ayat (1) : Harta bersama dari perkawinan seorang 

suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing 

terpisah dan berdiri sendiri. Ayat (2) : Pemilikan harta bersama dari 

perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang 

sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya 

akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. 

Dari kedua peraturan yang membahas mengenai harta bersama 

dalam perkawinan poligami, tidak menjelaskan bagian yang akan 

didapatkan baik suami maupun isteri-isteri yang dipoligami. Kedua 

peraturan tersebut hanya membicarakan ketentuan perihal hak atas 

harta bersama yang belaku sama diperuntukan kepada suami dan 

seluruh isterinya sesuai perkawinannya masing-masing, harta 

bersamanya terpisah dan berdiri sendiri saat terjadinya poligami, 

kemudian menjelaskan mengenai ketentuan isteri kedua dan 

seterusnya tidak memiliki hak kepemilikan harta bersama dari isteri 

yang lebih dahulu dinikahi suaminya. 

Selanjutnya terdapat keterangan mengenai pembagian harta 

bersama dalam perkawinan poligami ini diperoleh dari Mahkamah 

Agung Republik Indonesia yaitu di dalam Pemberlakuan Buku II 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 

(KMA/032/SK/IV/2006) yang isinya termuat dalam Teknis Peradilan, 

 
4 Kompilasi Hukum Islam, (BAB XIII, Harta Kekayaan dalam Perkawinan, 

Pasal 94). 
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huruf B. Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama/ Mahkamah 

Syar’iyah, Nomor 2. Pedoman Khusus, huruf a tentang Hukum 

Keluarga, point (1) tentang Izin Poligami, dijelaskan5: Angka (4) : Harta 

bersama dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang, telah diatur 

dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut 

mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat 

merugikan isteri yang dinikahi lebih dahulu. 

Oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana 

diuraikan dalam Angka (5): Harta yang diperoleh oleh suami selama 

dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta 

bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang 

diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua 

dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri 

pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami 

isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama 

dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan 

dengan isteri ketiga dan keempat. 

Angka (6): Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) 

tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, 

ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) 

sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat 

tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh 

dengan isteri kedua, ketiga dan keempat. Contoh: Suami selama terikat 

 
5 Bagir Manan, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, 

Edisi 2007, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), hlm. 129-133. 
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perkawinan dengan istri kedua memperoleh harta bersama sebanyak 

100.000.000. (seratus juta rupiah), dari harta bersama tersebut 

dibelikan rumah dan mobil untuk istri kedua sebesar Rp. 30.000.000. 

(tiga puluh juta rupiah), maka rumah dan mobil tersebut tidak menjadi 

harta bersama antara suami, istri pertama dan istri kedua. Yang 

menjadi harta bersama suami, istri pertama dan istri kedua adalah harta 

yang berjumlah Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah). Jika suami 

membelikan rumah dan mobil untuk istri kedua sebesar Rp. 50.000.000. 

(lima puluh juta rupiah), maka harta yang diperuntukkan pada istri 

kedua diambil sebagian agar tidak melebihi 1/3 dari harta bersama 

yang nilainya Rp. 100.000.000.(seratus juta rupiah). 

Angka (7): Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang 

mempunyai isteri lebih dari seorang karena sebab kematian atau 

perceraian, ,maka cara perhitungannya adalah: (1) Untuk isteri 

pertama 1/2 dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama 

perkawinan; (2) Ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh 

suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua; (3) Ditambah 

1/4 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri 

ketiga, isteri kedua dan isteri pertama; (4) Ditambahkan kembali 1/5 

dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri 

keempat, ketiga, kedua dan pertama. 

Angka (8): Harta yang diperoleh oleh isteri pertama, kedua, 

ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, 

kecuali yang diperoleh suami/isteri dari hadiah atau warisan. Angka 

(9): Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula 
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mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri 

sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. 

Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta 

bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau 

isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta 

bersama. 

Angka (10): Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan 

penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin 

poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi 

penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami 

sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan 

penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima. 

Dari hasil pemaparan di atas, diketahui bahwa pada buku II 

tersebut mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami tampak 

tidak selaras dengan peraturan yang terkait. Gap problematika yang 

muncul antara lain berkaitan dengan penetapan harta bersama yang 

dijelaskan pada buku II angka (9 dan 10), ditetapkan pada saat 

pengajuan permohonan izin poligami. Artinya penetapan itu termasuk 

juga menghitung bagian yang akan diperoleh untuk masing-masing 

pihak yang bersangkutan. Sedangkan di dalam KHI memberikan 

keterangan bahwa penetapan harta bersama dihitung saat 

berlangsungnya akad perkawinan yang kedua dan seterusnya. 

Di dalam buku II tersebut, pada angka (5) menjelaskan bahwa 

harta bersama si suami dengan isteri kedua, ketiga dan keempat selama 

masih ada ikatan perkawinan dengan isteri pertama, maka harta 
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tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama, 

isteri kedua, isteri ketiga dan keempat (masih bercampur). Hal ini tidak 

sinkron keterangannya dengan Undang-Undang Perkawinan dan 

KHI yang menjelaskan bahwa harta bersama suami yang beristeri lebih 

dari seorang itu terpisah dan masing-masing berdiri sendiri. Pemberian 

bagian tambahan kepada isteri pertama yang mana bagian tersebut 

tidak tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun 

Kompilasi Hukum Islam sebagai Peraturan Perundang-undangan 

yang terkait. 

Dari hasil pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pada buku 

II tersebut mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami 

tampak tidak selaras dengan peraturan yang terkait. Dengan ini, 

diperjelas kembali pembahasan di atas dengan judul: Konstruksi 

Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami. 
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Bagian Kedua: 

Fokus dan Pembahasan Kajian 
 
 

Fokus kajian pada buku ini meliputi dua hal utama, yakni 

berkaitan dengan “Bagaimana pembagian harta bersama dalam 

perkawinan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas 

dan Administrasi Peradilan Agama?”; serta berkaitan dengan 

“Bagaimana konstruksi hukum pembagian harta bersama keluarga 

poligami?” 

Kedua fokus tersebut ditujukan untuk: pertama, Menjelaskan 

pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dengan 

menelaah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan 

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 

Agama yang terkait riset ini. Kedua, Menjelaskan konstruksi hukum 

aturan yang terkait pembagian harta bersama keluarga poligami. 
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